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institutionally or in the organizational system, the existence of the
Constitutional Court as one of the judicial bodies that is not under the
Supreme Court, like other judicial bodies and this means that there are
two highest judicial bodies in judicial power, namely the Supreme
Court and the Constitutional Court. The problem that already exists is
how the function and position of the Constitutional Court is in the
constitutional system of the Republic of Indonesia. The position of the
Constitutional Court as an independent State institution in the judicial
sector and has implications for the Supreme Court, if previously the
position of the Supreme Court was the highest Judicial Body which
oversees all Courts in the Republic of Indonesia, now there is a judicial
body which is not under, even its position is equal to The Supreme
Court, namely the Constitutional Court and even the Constitutional
Court through its constitutional authority to review the constitutionality
of laws, can postpone the exercise of the Supreme Court's authority in
examining laws and regulations whose level is below the law against
laws.

Republik Indonesia.
Kelembagaan atau dalam tata keorganisasian, keberadaan Mahkamah

Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan yang tidak berada di
bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya
dan hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam
kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Permasalahan yang telah ada , ialah Bagaimana fungsi dan
kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga Negara yang mandiri di bidang yudisial dan berimplikasi
terhadap Mahkamah Agung, jika sebelumnya kedudukan Mahkamah
Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi seluruh
Pengadilan di Negara Republik Indonesia, kini ada satu badan
peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar
dengan Mahkamah Agung vyaitu Mahkamah Konstitusi bahkan
Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk
menguji  konstitusionalitas  Undang-Undang, dapat menunda
pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan
Perundang-undangan yang tingkatannya dibawah Undang-Undang
terhadap Undang-undang.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang baru dan
memiliki sederajat yang sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat Tahun 2002,
dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 9 (sembilan) buah organ negara yang secara
langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah 1.
Dewan Perwakilan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Daerah, 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 4. Badan
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Pemeriksa Keuangan, 5. Presiden, 6. Wakil Presiden, 7. Mahkamah Agung, 8. Mahkamah Konstitusi, 9.
Komisi Yudisial. Dari kesembilan lembaga tersebut. Terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang
telah datur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara
Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik, dan selain itu ada pula lembaga yang tidak
disebut namanya, akan tetapi sudah disebut fungsinya, dan kewenangan dinyatakan akan diatur dengan
undang-undang, dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan memiliki kedudukan yang
sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-
sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-
cabang kekuasaan lain

Pemilihan umum atau biasa disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan
disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E. Dalam pelaksanaan prinsip demokrasi tersebut ada yang baru didalam
pelaksanaan otonomi daerah, sejak diterbitkanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atas perubahan
kedua dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
UndangUndang. Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum Kepala
Daerah.

Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat.
Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Hal ini dipertegas dalam pasal 18 ayat 4 UndangUndang Dasar, Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki posisi yang strategis dalam membangun
demokrasi pada masa transisi, yang mana demokrasi tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam
menciptakan demokrasi yang bermartabat dan dalam penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip
mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan umum; keterbukaan;
proposionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas.5 Asas Pemilihan Umum

2. METODE

Jenis penelitian yang gunakan adalah jenis penelitian (normative law research) atau penelitian Hukum Normatif Yyang
berupa produk perilaku hukum,Seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap
orang. Sehingga penelitian hukum normatif dan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan
doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A Kewenangan Mahkamah Konstitusi

fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar bisa dilaksanakan dan
dihormati baik bagi penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Dan selain itu juga Mahkamah
Konstitusi berperan sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga
menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di inkorporasi kannya hak-hak asasi manusia dalam
Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi
manusia (fudnamental rights) dalam pejelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Yang di nyatakan sebagai berikut:

Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara berfungsi menangani perkara
tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung
jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus
untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap
pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Suatu konstitusi memang terkadang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang
kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah
Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas
permohonan yang diajukan.

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)
kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis
besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangan nya di Berikan Oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Link jurnal: https://journal.pbnsurabaya.co.id Page 109



Memutus Pembubaran Partai Politik

Memutus Perselisihan tentang Hasil pemilihan Umum

Berikut penjelasan dari masing-masing wewenang Mahkamah Konstitusi di atas:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final didalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemiliha umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Secara khusus Wewenang Mahkamah Konstitusi di atur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam rincian sebgai berikut:

1.

2.

Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang bersifat

final

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa

Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

terhadap Negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau

tidak lagi memenuhi syarat sebagaiPresiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

a.Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana
diatur dalam undang-undang

b.Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan yang sebagai mana telah di
atur dalam Undang-undang

c.Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana dengan anacaman hukuman 5 lima tahun penjara

d.Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan maratabat Presiden ataupun wakilnya

e.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden syarat sebagaimana yang di
tentukan dalam pasal 6 Undang-undang Dasar negara republik Indonesia 1945

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman:

a.Menguji UUD terhadap Undang-undang dasar 1945

b.Memutuskan Sengketa Kewenagan Lembaga Negara

c.Pemutusan Pembubaran Partai Politik

d.Memutus peselisihan tentang pemilihan umum

Sebagaimana Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga telah

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat nya. Sedangkan Pasal 7B
ayat (1), (3),(4) dan ayat 5 yang berbunyi:

a. Usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dan dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat kepadaMajelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat
Dewan Perwakilan

b.Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan
dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
hadir dalam sidang paripurna dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

c.Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan
Perwakilan Rakyat telah diterima

d.Dan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan dan
tindak pidana lainnya.

Pasal 24 ayat (9 ) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal berikutnya Pasal 24 C yang berisi 6 ayat:

1.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta memutus
sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang
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Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum
2.Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang
Dasar.

3.Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh dewan
perwakilan rakyat

4.Ketua dan wakil Ketua Mahakamah Konstitusi dipilih langsung oleh hakim MK

5.Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil bagi negarawan

yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara
6.Pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang
Mahkamah Konstitusi diatur di dalam undang-undang
B. Rentetan Oganisasi di dalam MK

Dapat diperhatikan juga Di samping fungsi dan kewenangannya tetap ada susushan organisasinya
jelas sangat penting, karena kaitn dengan susunan organisasi ini adalah menjelaskan tentang jumlah susunan
anggota, yang terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi.

Pasal 24C ayat (3) Undang-undang Dasar 1945:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang olen Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Penegasan Kembali pada pasal (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi:

1. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua
merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi.
2. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa

jabatan selama tiga tahun.

3. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang
tertua usianya.

4, Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitus
Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut, untuk menjadi hakim konstitusi, seseorang

haruslah : (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (2) adil; dan (3) negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi
menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat
dikatakan bahwa hakim konstitusi merupakan satu-satunya pejabat Negara yang dalam Undang-Undang

Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. Presiden, Wakil Presiden, Menteri,

anggota dan pimpinan DPR, MPR, dan DPD, pimpinan dan anggota BPK ataupun para Hakim Agung adalah

pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan. Tetapi hakim konstitusi di persyaratkan harus
negarawan.

Persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi seperti yang telah dimaksud, dan telah di jabarkan dalam
pasal 16 Undang — undang Nomor 24 tahun 2003 bahwa calon hakim :

1. Warga Negara Indonesia

2. Berpendidikan Sarjana Hukum

3. Usia sekurang-kurang nya 40 tahun saat di angkat menjadi Hakim

4 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah di perkuat oleh
kekuatan hukum tetap karna melakukan tindak pidana akan mendapatkan ancaman pidana penjara
lima tahun atau lebih

5. Tidak dinyatakan pailit berdasakan putusan

6. Memiliki pengalam kerja di bidang hukum sekita 10 tahun
Setiap Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus jelas dalam berstatus sebagai Warga

Negara Indonesia. Karna para anggota Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim, maka syarat-syaat Pendidikan

sarjana hukum juga harus logis. Demikian pula syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan

pidana penjara lima tahun atau lebih, dan syarat nya sedang tidak dinyatakan pailit, juga dapat di anggap
seharusnya demikian. Namun, syarat usia sekurang-kurangnya 40 tahun dan syarat pengalaman di bidang
hukum sekurang-kurangnya 10 tahun masih dapat diperdebatkan, terutama apabila dikaitkan dengan
kualifikasinya sebagai negarawan yang mempunyai integritas dan kepribadian yang tak tercela, adil, serta
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan apakah seorang yang usianya baru 40 tahun bisa diharapkan
menjadi seorang negarawan seperti yang dimaksud pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.
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C. Hakikat, Tugas dan Kewengannya

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang
dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus dan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain itu, Pasal 24C ayat (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran olehPresiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar. Kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memutus perkara yang telah dimaksud, sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima
bidang kewenangan peradilan.
1. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas Undang-undang
2 Peradilan sengketa konstitusional Lembaga
3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum
4, Peradilan pembubaran partai politik
5 Peadilan atas pelanggaran presiden atau wakil pesiden

4, KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan di atas bahwa kedudukan bahwa mahakamah konsttusi
merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekusasaan kehakiman yang merdakan untuk meyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dan kewenangan berdsarkan sistem ke tata negaraan
memiliki 4 weenang , 1. Menguji undang -undang terhadap undang -undang dasar 2. Memutuskan sengketa
kewenagan Lembaga negara yang kewenangan nye di berikan oleh undang-undang 3. Memutus pembubaran
patai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,berikut 4 kewenangannya  dan
mahkamah konstitusi merupakan badan tertinggi dan tidak berada di bawah dari badan-badan lainnya . serta
Mahkamah Konstitusi berkedudukan sejajar dengan mahkamah agung.
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